
GUBERNLTR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERI\IUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2A19

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PSNYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/ KO?A

DI PROVINSI STJA.,IATERA LJTARA

DENGAN RA}{MAT TUHAT{ YANG ]VTAHA ESA

GUBERI\TUR SUN{ATERA UTAR,\,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat t2i Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2OO3 tentang h{ekanisme

Penetapan dan Formulasi PerhitLtngan Tarif Angkutan

Penyeberangan i-nenyatakan bahr,va Kepal.a Dinas

Propinsi/Kepala Dinas KabupaLeni Kota yang

IVlengingat: 1.

bertanggungjawab di bidang angkutan penyeberangan

melakukan evaluasi terhaclap besaran tarif dasar dan/atau

tarif jarak y'ang ditetapkan oleh Guhernur $ecara herkala

setiap 5 {enan-l} bulan:

bahrn.a dalarn rairgka keberianjutan usalia penyeberatgan di

Sumatera Utara, perlu penyesuaian tarif;

bahwa herdasarkan pertimbangarr sebagaimana dimaksud

dalam hurr"rf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan

Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberai-rgan Lintas Antar

Kabupatenl Kota di Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Talr'uri 1956 tentang Pernbentukan

Daerah f)tcnom Propinsi Atjeh dan PeruLrahaa Peraturan

Fernbentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara

Republik lndcrnesia Tahun 1q56 Nomcr 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik itrdonesia Nornor 1i03i;

b.

(-.



4.

2.

3.

6"
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

{lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Non:or 64,

Tambahar Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a849);

Undang-Undang tr\iornor 23 Tahrxt 2OL1 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Inrlonesia Nontor 244,

Tar.:bahan Lernbar:an Negara Repubiik ind,cnesia Nor:nar 5587)

sebagairnana teiah diubah beberapa kali lerakhir dengan

Undang-Undang Namor I Tahun 2Oi5 tentang Perubahan

Kedua Atas UnCang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 58. Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia

Nomor 5679i;

Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 20iO terltang

Angkutan di Peraira,n {Lembaran Negara Repub}ik incionesia

Tahr-rn 2*1A Nolnor 26, Tambahan Lernbaran Negara Repr:hlik

Indonesia Nomcr 5iG8) sel:agairnana tei*}: diubah d,engan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20 1l tentang

Pen-rbahan Atas Feraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahi-rn 201i Nomor 43, Tambahan l-embaran Negara

Repubiik Indonesia Nornor 5208);

Keputusan Menteri trerhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003

tenrang Mekanisme Penetapan rian Formuiasi Perhitungan

Taril Angkutan Pen3reberangan sei:agaimana telah diubah

rlengan Peratura:r l,{enteri Perhr"ibungan Nomor Plvi. 1B Tairun

2A12 rcntang Perubahan Atas Keputusan h{enteri.

Perhubungan itermor KIlt 58 Tahun 2OO3 tentang Mekanisme

Fenetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan

Penyeberangan;

Peraturan Menteri PerhuLrungan Nomor KM.25 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberarlga.lr {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor 529)

Peratu.ran GuLrernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan

Orgar:isasi Dinas*Dinas Daerah Provinsi Surnatera IJtara

(Berita Daerah Provinsi S:-imatera Utara Tahun 2016 Nornor

5"

7.



Menetapkan :

n

39) sebagaineana teiah diubah beberapa kaii terakhir dengan

Peraturan Gul:ernur Nomor 1,9 Tahr-ln 2CI18 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Guirernrir Sumatera Utara Nr:rnor 38

Tahun 2A16 tentang Sus:-rnan Organisasi Dinas - Dinas

Daerah Pr*vinsi Sr-rmatera l-itara {Berita Daerah Provinsi

Suraatra {.Jtara Tahun 2018 ltlomcr i9);

MEMUTUSKA}I:

PERATURAN GIJBERNIJR TENTANG TARIF ANGKUTAN

PENYEBER,qNGAN LINTAS ANTAR H.{BUPATENIKOTA DI

PROVINSI SUMATERA UTARA.

tsAB I
rl;./Ff;rnrrral T/t nT I It\iI r Tt,fl\L/ I L I\ i Ll,*1.Il (J tVI L-,1 1!rI

Pasal 1

'Dalarn Peraturan Guber-nur ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat

Daerah sebagai unsur ilenyelenggara pemerintahan daerah

,yarlg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi keurenangan daerah otonom"

3. Pernerintahan llaerah adalah penyelenggaraan utrusan

pemerintahan aleh pernerintah daerah rJan DPRD menurut

asas ot<lncmi Can tugas pernbantuar:. dengarl i:rinsip otoncmi

seluas-iuasnya rlaiam sistern rlan prinsip Negara Kesatuan

Reputrlik Indc,nesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahr.rn i945.

4. Kepala Daerah adalah Gu-frernur Sumatera Utara.

5" Dinas adalah Dinas Perhr-rbrungan Provinsi Sumatera Utara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Surnatera Utara"
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7. Angkutan Penyeberangan adaiah angkutan yang berfungsi

sebagai jembatan yang menghuLrungkan jaringan jalan

danf atau jaringan jairir ker-eta api yang dipisahkan oleh

perairan untuk mengangk.ut penu;-llpang dan kendaraan

heserta rnt-ia tann3r'a "

8. tr-intas Pen3rsbsrallga"fl adalah $uatll aft-rr perakan Ci lamt, selat,

teluk, sungai dernlatali danau yang ditetapkan seba.gai trintas

penyeberangan"

tsAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasai 2

ilasal 3

{1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta

mllatannya setragaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan

9 {sernbilani golongar: yail-u :

Angkutan penyeberangan

angkutan prn Llmpang
*-.^+^* ^--,.I LlLI.a Ldl lil V {.I .

a.. Golongan I

b. Gal*ngan [i

c. Galongan III

d. Golongan IY

linf-as antar Kabupaten/Kcta meliputi

dan angkutan kendaraaan beserta

Sr-ncriq'

Sepecla motcr di krawah 5OO cc clan

gerobak dorong;

Seped.a mctcr besar {> 50O cc} dan

kendaraam roda 3 (tiga);

Kendaraan bermotor berupa mobii

.Ieep, Sedan, Minicap, Minibus"

Mikrolet, Pick up, Station Wagon

dengan uku::an panjang sampai

dengan 5 {limai meter, dan sejenisnya;



e. Goiongan V
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Kendaraaan bermotor berupa Mobii

bus, Mobii bai'ang {truk}/tangki
dengan ukuran panjang sampai

dengan 7 {tujuh} nleter Can sejenlsn-va;

Kendaraan hermritor hen-pa Mobil bus,

Mobii barang {truk}/tangki dengan

ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh)

naeter sanrrpai dengan 1O { sepuiuh}

meter dan sejenisnya, dan kereta

penarik ranpa gandengan;

Kendaraan bermotor berupa Mobitr

barang {truk tronton)ltangki, kereta

penarik beriku-t gandengan serta

kenaraan alat berat Cengan ukuran
panjai:g leirih 1O {sepuiuh} meter

sampai dengan 12 {due- beias} meter

dan sejenisnya;

Kendaraan bermotor berupa Motril

f. Gr:longan Vi

g. Goicngan VIi

h. Golongan VIiI

barang {truk trontoni/tangki

i" Golar-lgaa iX

kendaraan alat berast dan kereta

penarik berikut gandengan ciengan

ukuran panjang lebih dari 12 (dua

beias; rneter sampai dengan 16 {enam

belas| rneter dan sejenisn3'a;

kendan'aaan bermotor hempa Mobii

barang {truk trcntan}/tangki,

kenclaraan alat i:erat dan keret;i

penarik berikut gandengan dengarr

ukuran panjang lebih dari 16 (enam

belas) meter dan sejenisnya.

t2i Kendaraaan sebagain:ana dirnaksud pada ayat (1) yang

melebihi ukuran kendaraaan sesuai dengan peraturan

perr-rndang-unciangan dan mengakibatkan tambahan

pernakaian rr-larrgilll kapa1. dipinda{:kan pada golongan

berikutn:,-a.
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Pasal 4

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya sesr.rai dengan golongan

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 tercanfurn dalam tampiran

I, Larnpiran ii, tarnpirar: II{, tampiran IV, l,ampiran V, Lampiran

Vi dar: La.napirar:" VII yang sebagai bagiar:, tidak terpi.sahkan dari
Peraturarr Gubernur ini.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan selain angkut.an penumpang dan

kenclaraan beserta muaiannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan arliara pemakai jasa

ctengan pen-yedia jasa foperat-or] a n gkutan penveberangan.

Pasal 6

"arif 
angkutan penyebera-ngan lintas entar kabupaten/kota

*ebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 :,lntrrk pelayaaan kelas ncn

eksnorni ditetapkan oleh penyedia jasa {nperator} angkutan

perryeberangan.

Pasal 7

{ii Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 terrnasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan

belum termasuk:

a" iuran uiib dana pertanggungan wajil: kecelakaan

penumpang, dan

b. .jasa kepelahuhen.
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Iuran rvajiir dana pertanggungan ',l,ajib kecelakaan

penuffipang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud
pada ay-ar {1) sesuai dengan ketenruan peraturan pen-rndang*

undangan.

Lintrrk kernudahan dan kelancaran pem.ba1..ararl, daiam hai

terd,apat pecaharr tarif pembuiatan Ciperhitungkan ke satuan

limapuluh dan/ atau ratusan terdekat"

Pasal I

Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan

operator penyelenggaraan pelabuhan pen-y,'eberangan dilarang

melakukan pemungutan lair: untuk kepentingan operator

atau pihak lain dikaitkan dan/atau rnenyatukan pungutan

lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana

diatur dalarn Peraturan Gubernur ini"

Setiap pungutan iain _vang akan dikaitkan dani/atau

rlisatukan pungutarlr$ra yang diatur dalam Peraturan

Gubernur ini, harus rnendapat persetujuan Guberrrllr.

Pasal 9

Pengannrasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala

Dinas.

D^^^l 1 
^I rX}(aI lu

Pacia saat Per:aturan Guhernur ini muiai beriaku, Per-a.+-uran

Gubernr.rr Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tarif A*,gkutan

Penyeberangan Lintas Anlar Kabupaten/Kota di Provinsi Srlmatera

Utara (Berita Daerah Provinsi Sllmatera Utara Tahun 2015 l,iomor

I4) dicabut dan rlin5ratakan tidak berlaku.

i3)

t1i

la\
\zt
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Pasal 1 1

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarlgan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggat

GUB R SUMATERA UTARA,

RAHMAYADI



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMA?ERA UTARA

NOMOR r7 rB+filH sCIg

TANGGAL t} rnAe€r }st9

TAzuF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan :

Jarak

MUARA - NAINGGOLAN

5,5 Mil

NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp)

A. Penumpanq Umum

1. Dewasa org 10.560

2. Anak-anak org 5.808

B. Kendaraan

1. Golongan I Unit 5.808

2. Golongan II Unit 20.790

3. Golongan III Unit 23.650

4. Golongan IV

Kendaraan Penumpang Unit 110.880

Kendaraan Barang Unit 123.530

5. Golongan V

Kendaraan Penumpang Unit 228.250

Kendaraan Barang Unit 262.904

6. Golongan VI

Kendaraan Penumpang Unit 32230A

Kendaraan Barang Unit 375.100

7. Golongan VII Unit 579.700

8. Golongan VIII Unit 825.000

R SUMATERA UTARA,

Y RAHMAYADI



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR (7 tnm,rr ?ag
TANGGAL r* f\&ffi eov)

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN / KOTA

Lintas Penyeberangan : ONAN RUNGGU - BALIGE

Jarak : 8,5 Mil

NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp)

A. Penumpang Umum

1. Dewasa org
23.232

2. Anak-anak org
11.616

B. Kendaraan

1. Golongan I Unit
7.920

2. Golongan II Unit
23.232

.). Golongan III Unit
26.400

4. Golongan IV

Kendaraan Penumpang Unit
170.016

Kendaraan Barang Unit
L89.O24

5. Golongan V

Kendaraan Penumpang Unit
352.704

Kendaraan Barang Unit
406.560

6. Golongan VI

Kendaraan Penumpang Unit
497.376

Kendaraan Barang Unit
578.688

7. Golongan VII Unit
894.432

8. Golongan VIII Unit
L.274.592

R SUMATERA UTARA,



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR l? TAlrfl W
TANGGAL r} r\4p91 ,@

TARIF ANGKUTAN PET{YEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/ KOTA

Lintas Penyeberangan : TIGARAS' SIMANINDO

Jarak : SMil

R SUMATERA UTARA,

NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp)

A. Penumpang Umum

1. Dewasa org 7.392

2. Anak*anak org 3.696

B. Kendaraan

1. Golongan I Unit 3.696

2. Golongan II Unit 13.200

3. Golongan III Unit 14.784

4. Golongan IV

Kendaraan

Penumpang

Unit LO6.234

Kendaraan Barang Unit 134.552

5. Golongan V

Kendaraan

Penumpang

Unit 145.728

Kendaraan Barang Unit 167.904

6. Golongan VI

Kendaraan

Penumpang

Unit 205.920

Kendaraan Barang Unit 237.600

7. Golongan VII Unit 368.544

8. Golongan VIII Unit 524.832

GUBERN

RAHMAYADI



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR t?l-nHlrx rcla
TANGGAL r1 nrArzfi >+ig

TARIF ANGKUTAN PEI{YEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN / KOTA

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - TOMOK

Jarak : 5,6 Mil

NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp)

A. Penumpang Umum

1. Dewasa org 3.168

2. Anak-anak org 1.595

B. Kendaraan

1. Golongan I Unit 3.168

2. Golongan II Unit L2.705

3. Golongan III Unit t4.795

4. Golongan IV

Kendaraan

Penumpang

Unit t42.960

Kendaraan Barang Unit 124.080

5. Golongan V

Kendaraan

Penumpang

Unit 139.370

Kendaraan Barang Unit t62.635

6. Golongan VI

Kend.araan

Penumpang

Unit 205.924

Kendaraan Barang Unit 239.712

7. Golongan VII Unit 369.600

8. Golongan VIII Unit 524.832

R SUMATERA UTARA,



LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR l? TBltuN 
"orgTANGGAL ra- {hhclvr 
^otg

TARIF ANGKUTAN PEIYYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN / KOTA

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - AMBARITA

Jarak : 9Mil

NO JENIS MUATAN SATUAN TAzuF (Rp)

A. Penumpang Umum

1. Dewasa org 9.000

2. Anak-anak org 6.000

B. Kendaraan

1. Golongan I Unit 13.000

2. Golongan II Unit 22.OOO

3. Golongan III Unit 45.OOO

4. Golongan IV

Kendaraan Penumpang Unit

Kendaraan Barang Unit

5. Golongan V

Kendaraan Penumpang Unit 287.OOO

Kendaraan Barang Unit 234.OOO

6. Golongan VI

Kendaraan Penumpang Unit 487.000

Kendaraan Barang Unit 384.000

7. Golongan VII Unit 483.000

8. Golongan VIII Unit 715.000

9 Golongan IX Unit 1.065.000

RAHMAYADI



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR t f -rF*r.rr .?rf tq

TANGGAL t )- r'(+p.trT Ar:r tro

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/ KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA _ GUNUNG SITOLI

Jarak : 86 Mil

UR SUMATERA UTARA,

NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF {Rp)

A. Penumpang Umum

1. Dewasa org 67.375

2. Anak-anak org 31.O75

B. Kendaraan

1. Golongan I Unit 17.765

2. Golongan II Unit 97.550

3. Golongan III Unit 112.183

4. Golongan IV 122.980

Kendaraan

Penumpang

Unit 1.316.750

Kendaraan Barang Unit 1.034.666

5. Golongan V

Kendaraan

Penumpang

Unit 1.998.194

Kendaraan Barang Unit 1.983.698

6. Golongan VI

Kendaraan

Penumpang

Unit 3.221.213

Kendaraan Barang Unit 3.222.390

7. Golongan VII Unit 3.664.26A

8. Golongan VIII Unit 5.831.986

9. Golongan IX Unit 6.577.L26

GUBE

Y RAHMAYADI



LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR t? r-4Hurl >nq

TANGGAL r}- ruser eo1p

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN / KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA _ TELUK DALAM

Jarak : 1O5 Mil

SUMATERA UTARA,

NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp)

A. Pemrmpang Umum

1. Dewasa org 83.903

) Anak-anak org 35.313

B. Kendaraan

1. Golongan I Unit t2.265

2. Golongan II Unit 117.205

3. Golongan III Unit 126.280

4. Golongan IV

Kendaraan

Penumpang

Unit

t.44t.227

Kendaraan Barang Unit 1.214.405

5. Golongan V

Kendaraan

Penumpang

Unit

2.388.570

Kendaraan Barang Unit 2.Ogt.387

6. Golongan VI

Kendaraan

Penumpang

Unit

3.576.419

Kendaraan Barang Unit 3.499.757

7. Golongan VII Unit 3.901.513

8. Golongan VIII Unit 6.2L1.139

9. Golongan IX Unit 6.874.479

. GUBERN

RAHMAYADI


